SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai

kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial, perlu mengubah Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja
Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan
Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kebumen;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial
kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
170);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN KEBUMEN.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai
berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

w

. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Peme rintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kebumen.
. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa

uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

. Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen yang
selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah
bantuan sosial permakanan dan sandang yang diberikan
kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen berupa bahan pokok makanan dan
pakaian untuk menunjang pemenuhan kebutuhan
permakanan dan sandang.

. Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial yang

selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau
keluarga yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan
karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan
kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya baik Jasmani, rohani dan
sosial secara memadai dan wajar.

.Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam)

tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi
anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan
oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh
dari orang tua/keluarga.

.Lanjut Usia Terlantar adalah seorang yang berusia 60

(enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor
tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.



10. Penyandang Disabilitas Terlantar adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik , intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan  efektif mereka dalam = masyarakat
berdasarakan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam
keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang
layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai
pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta
mengembara ditempat umum.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan
meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan
alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

13. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita dewasa,
menikah, belum menikah atau janda dan tidak
mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari.

14. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang
layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada PMKS yang

meliputi Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang

Disabilitas Terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Wanita

Rawan Sosial Ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan Fakir Miskin;

b. masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial, dan/atau Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
dari Kepala Desa/Lurah; dan

c. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di
Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau Kartu Keluarga.



Pasal II
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Mei 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006
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